
 

 
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

 KABUPATEN TRENGGALEK 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

 KABUPATEN TRENGGALEK  

NOMOR  7  TAHUN 2024 

 

   TENTANG  

 

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN 

TRENGGALEK TENTANG  PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 

2023 MENJADI PERATURAN DAERAH  

YANG MAHA ESA 

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH   

KABUPATEN TRENGGALEK,  

 

Menimbang : a.  bahwa dalam rangka menjamin kebersinambungan  

pemerintahan daerah dan  mewujudkan produk hukum 

daerah yang berkualitas maka terhadap Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2023 telah dilaksanakan pembahasan 

dan pendalaman secara intensif oleh Badan Anggaran 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Tim 

Anggaran Pemerintah Daerah dan telah mencapai 

finalisasi; 
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   b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan 

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang 

Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pelaksanaan   

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah; 

 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah 

Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya 

dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten 

dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi 

Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah 

Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

  2.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
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undangan( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6801); 

  3.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  4.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang 

Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6197); 

  5.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 51, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

  6.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

157); 
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  7.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972); 

  8.  Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Trenggalek Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek 

(Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 

Nomor 06); 

                                           

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan 

  

: 

 

KESATU  : Persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang  

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi 

Peraturan Daerah. 

 

 KEDUA  : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud 

dalam DIKTUM KESATU Keputusan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah ini, memuat laporan realisasi anggaran 

Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :  

a. Pendapatan ................... Rp. 1.879.855.240.414,08 

b. Belanja .......................... Rp. 1.939.016.718.970,73 

Surplus / Defisit ........... Rp.    (59.161.478.556,65) 

c. Pembiayaan 

- Penerimaan ..............   Rp.    284.667.121.921,37 

- Pengeluaran ............. Rp.      95.035.110.663,00 

Pembiayaan Netto .......... Rp.    189.632.011.258,37 

Sisa Lebih Anggaran….      Rp.    130.470.532.701,72 
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KETIGA  : Rancangan Peraturan Daerah  sebagaimana dimaksud 

dalam DIKTUM KEDUA Keputusan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah  ini sebelum  ditetapkan menjadi Peraturan 

Daerah dan diundangkan dalam Lembaran Daerah harus 

terlebih dahulu mendapatkan Evaluasi dari Gubernur 

Jawa Timur. 

 

KEEMPAT  : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai 

berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

   

  Ditetapkan  di  Trenggalek 

                                                                   pada tanggal  14 Juni 2024 

 

 KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN  TRENGGALEK, 

 

 

 

SAMSUL ANAM 

                                   


